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Abstrak

Krisis iklim sering dibicarakan sebagai persoalan kenaikan suhu, cuaca ekstrem, dan kerusakan
ekosistem. Kerangka tersebut benar, tetapi belum lengkap. Krisis iklim sekaligus merupakan krisis ekonomi
karena mengganggu produktivitas, aset, infrastruktur, kesehatan, rantai pasok, stabilitas harga, penerimaan
negara, dan kemampuan investasi. Krisis ini juga merupakan krisis keadilan sosial karena bahaya dan
kemampuan pulih tidak terdistribusi secara merata. Kelompok yang paling rentan sering memiliki kontribusi
historis paling kecil terhadap emisi, tinggal di wilayah dengan perlindungan terbatas, dan bekerja pada sektor
yang sangat bergantung pada cuaca.

Artikel ini menjelaskan hubungan antara perubahan iklim, ekonomi, dan keadilan sosial secara naratif
serta analitis. Pembahasan dimulai dengan pembedaan antara variabilitas iklim, perubahan iklim
antropogenik, bahaya, paparan, kerentanan, dan risiko. Selanjutnya dianalisis saluran ekonomi makro dan
mikro, termasuk produktivitas tenaga kerja, pangan, air, energi, kesehatan, aset, perdagangan, keuangan,
fiskal, dan kemiskinan. Artikel menguraikan dimensi keadilan distributif, prosedural, pengakuan,
antargenerasi, dan internasional. Konteks Indonesia dibahas melalui pengalaman masyarakat pesisir, petani,
pekerja informal, kota besar, wilayah kepulauan, serta komunitas yang bergantung pada hutan dan laut.

Argumen utama artikel ini ialah bahwa kebijakan iklim tidak dapat dipisahkan dari kebijakan
pembangunan. Adaptasi yang efektif harus menurunkan kerentanan, memperkuat layanan publik, menjaga
ekosistem, dan meningkatkan kemampuan rumah tangga memperoleh pendapatan. Mitigasi harus dirancang
sebagai transisi yang adil agar pengurangan emisi tidak memperbesar beban kelompok miskin atau pekerja
yang bergantung pada sektor karbon. Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil
memerlukan tata kelola berbasis data, pembiayaan jangka panjang, perlindungan sosial adaptif, serta
penggunaan kecerdasan buatan yang transparan dan bertanggung jawab. Keadilan bukan tambahan moral
setelah kebijakan selesai; keadilan merupakan ukuran apakah kebijakan iklim benar-benar menghasilkan
pembangunan yang tahan terhadap guncangan.

Kata kunci: krisis iklim, ekonomi, keadilan sosial, ketimpangan, adaptasi, mitigasi, Indonesia, perlindungan
sosial, transisi berkeadilan, manajemen risiko.

Pendahuluan

Krisis iklim hadir melalui pengalaman yang berbeda-beda. Bagi sebuah keluarga di wilayah pesisir, ia
dapat berupa air laut yang semakin sering masuk ke rumah, sumur yang menjadi asin, atau biaya memperbaiki
perahu. Bagi petani, ia dapat muncul sebagai musim yang sulit diprediksi, hujan yang berhenti pada fase kritis,
atau serangan hama yang berubah. Bagi pekerja kota, krisis iklim dapat berarti panas yang mengurangi
produktivitas, biaya listrik yang meningkat, dan perjalanan yang terganggu banjir. Bagi pemerintah, ia tampak
dalam anggaran tanggap bencana yang membesar sementara penerimaan pajak dan kemampuan investasi harus
dibagi dengan kebutuhan lain.

Pengalaman tersebut memiliki satu dasar bersama: iklim merupakan kondisi yang memungkinkan
perekonomian dan kehidupan sosial berjalan. Jalan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, jaringan listrik, sistem
air, pasar, dan kawasan permukiman dibangun berdasarkan asumsi tertentu tentang suhu, hujan, angin, dan
muka laut. Ketika asumsi itu berubah, aset fisik dan institusi sosial menghadapi tekanan. Kerusakan bukan
hanya akibat satu badai atau satu kekeringan. Risiko dapat menumpuk melalui kejadian kecil yang berulang,
penurunan kesehatan, kehilangan jam kerja, utang, dan berkurangnya kualitas pendidikan.
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Karena itu, istilah krisis iklim perlu dibaca secara lebih luas daripada krisis lingkungan. Lingkungan
menyediakan fondasi ekonomi, sedangkan ekonomi menentukan siapa yang memiliki akses terhadap
perlindungan, teknologi, dan pemulihan. Hubungan tersebut bersifat dua arah. Aktivitas produksi dan
konsumsi menghasilkan emisi serta perubahan penggunaan lahan yang mempercepat pemanasan. Pada saat
yang sama, pemanasan dan perubahan pola iklim mengubah kondisi produksi, konsumsi, dan distribusi.

Keadilan sosial menjadi pusat pembahasan karena dampak tidak terbagi rata. Rumah tangga yang
memiliki tabungan, asuransi, rumah kokoh, akses layanan kesehatan, dan pilihan pekerjaan dapat menyerap
guncangan lebih baik. Rumah tangga miskin sering tinggal di lokasi berisiko, bekerja tanpa perlindungan, dan
memiliki aset yang mudah hilang. Ketika bencana datang, mereka mungkin menjual ternak, alat kerja, atau
tanah. Kehilangan tersebut mengurangi kemampuan menghasilkan pendapatan pada masa berikutnya. Krisis
kemudian berubah menjadi perangkap kemiskinan.

Artikel ini bertujuan menjelaskan mengapa krisis iklim harus dikelola sebagai persoalan ekonomi dan
keadilan sosial secara bersamaan. Artikel tidak membahas semua aspek ilmu iklim secara teknis, tetapi
membangun jembatan antara bukti ilmiah dan keputusan pembangunan. Pertanyaan utamanya adalah: melalui
saluran apa krisis iklim memengaruhi ekonomi; mengapa dampaknya tidak merata; prinsip keadilan apa yang
perlu digunakan; dan strategi apa yang dapat diprioritaskan Indonesia?

1. Memahami Krisis Iklim dan Krisis Ekonomi

Istilah krisis iklim merujuk pada perubahan cepat dan berkelanjutan dalam sistem iklim yang
meningkatkan risiko terhadap manusia dan alam. Perubahan itu mencakup kenaikan temperatur rata-rata,
gelombang panas, perubahan pola hujan, kekeringan, hujan ekstrem, kenaikan muka laut, perubahan laut, serta
peningkatan bahaya kebakaran pada kondisi tertentu. Tidak setiap kejadian tunggal dapat secara sederhana
dinyatakan sebagai akibat perubahan iklim. Atribusi ilmiah memerlukan analisis yang membandingkan
kemungkinan dan intensitas kejadian dalam iklim yang dipengaruhi emisi manusia dengan iklim tanpa
pengaruh tersebut.

Krisis ekonomi tidak hanya berarti resesi atau penurunan produk domestik bruto. Ekonomi mencakup
proses yang memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan, menghasilkan barang dan jasa,
mempertahankan aset, membayar layanan publik, dan merencanakan masa depan. Ketika krisis iklim
mengurangi produktivitas, menghancurkan modal, mengganggu pasar, atau mengalihkan anggaran dari
pendidikan dan kesehatan ke pemulihan bencana, ekonomi mengalami krisis meskipun angka pertumbuhan
agregat belum jatuh tajam.

Ada perbedaan antara shock dan stress. Shock adalah kejadian yang relatif mendadak, seperti banjir besar
atau badai. Stress adalah tekanan yang berlangsung terus, seperti panas kronis, kenaikan muka laut, penurunan
produktivitas tanah, atau kekurangan air. Dalam praktik, keduanya dapat berinteraksi. Rumah tangga yang
telah kehilangan pendapatan akibat musim kering lebih sulit memperbaiki rumah ketika banjir berikutnya
terjadi. Perusahaan yang marginnya menurun karena biaya energi lebih tinggi memiliki cadangan lebih kecil
untuk menghadapi kerusakan fasilitas.

Analisis risiko menggunakan empat unsur. Bahaya menggambarkan kejadian atau kondisi fisik. Paparan
menunjukkan manusia, aset, atau kegiatan yang berada di wilayah terdampak. Kerentanan menunjukkan
seberapa mudah sesuatu mengalami kerusakan dan seberapa terbatas kapasitas pulihnya. Kapasitas adaptif
menunjukkan kemampuan mengantisipasi, merespons, serta menyesuaikan diri. Kombinasi keempat unsur
menjelaskan mengapa kejadian yang sama menghasilkan konsekuensi berbeda.
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Pembedaan ini membantu menghindari kebijakan yang keliru. Membangun tanggul dapat mengurangi
paparan banjir pada lokasi tertentu, tetapi tidak mengatasi kemiskinan, kualitas rumah, atau tata kelola
drainase. Memberi bibit tahan kering dapat membantu pertanian, tetapi tidak menyelesaikan akses air, kredit,
dan harga. Menambah kapasitas rumah sakit penting, tetapi pekerja tetap memerlukan pendapatan dan
transportasi yang aman. Kebijakan yang hanya mengejar satu unsur sering memindahkan risiko ke tempat atau
kelompok lain.

Krisis ekonomi juga mempunyai dimensi waktu. Kerugian langsung dapat terlihat dalam hitungan hari,
sedangkan dampak pada pendidikan, kesehatan, produktivitas anak, dan investasi dapat muncul bertahun-tahun
kemudian. Karena itu, pengukuran harus mencatat kerugian yang tampak dan kerugian yang tertunda. PDB
tahunan, misalnya, dapat pulih setelah rekonstruksi, tetapi keluarga yang menjual aset produktif atau anak yang
tertinggal sekolah belum tentu pulih pada waktu yang sama.

2. Saluran Ekonomi Makro

Perubahan iklim memengaruhi ekonomi makro melalui penawaran, permintaan, harga, perdagangan,
fiskal, moneter, dan keuangan. Pada sisi penawaran, panas, kekeringan, banjir, dan gangguan infrastruktur
mengurangi kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Pertanian mungkin mengalami penurunan hasil;
industri dapat kehilangan air atau listrik; transportasi dapat terhenti; pekerja tidak dapat hadir karena kondisi
berbahaya. Jika kejadian berulang, kapasitas produktif dapat menurun secara permanen.

Pada sisi permintaan, rumah tangga yang menghadapi kenaikan harga pangan dan biaya pendinginan
mengurangi pembelian barang lain. Perusahaan menunda investasi karena ketidakpastian. Pemerintah
meningkatkan belanja bantuan dan pemulihan. Perubahan komposisi permintaan tersebut dapat
menguntungkan sektor tertentu, tetapi secara keseluruhan menurunkan ruang bagi pertumbuhan yang stabil.
Jika rumah tangga menggunakan tabungan untuk kebutuhan dasar, konsumsi masa depan menjadi lebih lemah.

Harga merupakan saluran yang cepat terlihat. Kekeringan di wilayah produksi dapat menaikkan harga
bahan pangan, kopi, kakao, atau pakan. Hujan ekstrem dapat meningkatkan biaya logistik dan kerusakan
barang. Kenaikan harga pangan sangat sensitif secara sosial karena rumah tangga berpendapatan rendah
mengalokasikan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk makanan. Inflasi yang berasal dari gangguan
iklim dapat memaksa otoritas moneter menghadapi pilihan sulit antara menjaga stabilitas harga dan
mendukung pertumbuhan.

Perdagangan internasional dapat menjadi penyangga atau sumber penularan. Impor membantu menutup
kekurangan domestik, tetapi meningkatkan ketergantungan pada harga dan pasokan global. Ekspor turun ketika
produksi komoditas berkurang. Pelabuhan, kanal, dan jalan yang terganggu memperlambat arus barang.
Negara yang bergantung pada sedikit komoditas ekspor lebih rentan terhadap kombinasi perubahan produksi
dan harga.

Dampak fiskal muncul melalui penurunan penerimaan serta peningkatan belanja. Bencana dapat
mengurangi pajak dari sektor yang terkena, sementara pemerintah perlu membiayai bantuan, kesehatan,
infrastruktur, subsidi, dan rekonstruksi. Daerah dengan kapasitas fiskal lemah memiliki pilihan lebih sedikit.
Jika belanja pemulihan dibiayai dengan utang tanpa rencana, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan jangka panjang dapat terdesak.

Pasar keuangan merespons ekspektasi. Investor menilai risiko aset, kesinambungan pendapatan, biaya
asuransi, kewajiban lingkungan, dan kemampuan perusahaan membayar utang. Nilai perusahaan yang
bergantung pada air, lahan, atau rantai pasok rentan dapat berubah sebelum kerugian aktual tercatat. Bank
dapat menghadapi peningkatan kredit bermasalah ketika petani, nelayan, atau usaha kecil kehilangan
pendapatan. Risiko iklim kemudian menjadi risiko stabilitas keuangan.

Halaman 5



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Krisis Iklim sebagai Krisis Ekonomi dan Keadilan Sosial | IBM-ASMI 2026

3. Saluran Ekonomi Mikro dan Rumah Tangga

Pada tingkat mikro, krisis iklim mengubah keputusan yang sangat konkret. Keluarga memutuskan apakah
membeli benih, memperbaiki atap, membayar sekolah, membeli obat, atau menyimpan uang untuk musim
berikutnya. Usaha kecil memutuskan apakah tetap buka ketika panas atau banjir mengurangi pelanggan. Petani
menentukan luas tanam dan jenis komoditas. Nelayan memilih apakah melaut dalam kondisi perubahan angin
dan gelombang. Keputusan tersebut rasional berdasarkan sumber daya yang tersedia, tetapi pilihan yang
tersedia tidak sama bagi semua orang.

Aset rumah tangga berfungsi sebagai perlindungan dan alat produksi. Rumah memberi tempat aman;
ternak dan alat kerja menghasilkan pendapatan; tanah memberi jaminan; tabungan membiayai pemulihan.
Ketika bencana menghancurkan aset, rumah tangga miskin kehilangan dua hal sekaligus: keamanan dan
kemampuan memperoleh pendapatan. Kredit dapat membantu, tetapi utang tanpa arus pendapatan yang
memadai berisiko memperpanjang krisis.

Krisis iklim juga mengubah waktu. Waktu yang digunakan untuk mengambil air, mengantre bantuan,
membersihkan rumah, merawat anggota keluarga yang sakit, atau mencari lokasi kerja baru adalah biaya
ekonomi. Statistik pendapatan sering tidak mencatat kerja perawatan yang tidak dibayar, padahal beban itu
dapat memengaruhi pendidikan, kesehatan, dan partisipasi kerja. Pengukuran kesejahteraan perlu memasukkan
waktu dan kualitas hidup.

Usaha mikro dan informal menghadapi kerentanan khusus. Mereka sering tidak memiliki asuransi,
pencatatan keuangan, tempat usaha tahan bencana, atau akses kredit formal. Penutupan beberapa hari dapat
menghapus modal kerja. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, pengemudi, pekerja konstruksi, dan pekerja
rumah tangga tidak selalu memiliki hak untuk berhenti ketika panas atau asap berbahaya. Kebijakan adaptasi
harus memperhatikan sektor informal sebagai bagian penting dari ekonomi, bukan sebagai sisa statistik.

Efek jangka panjang pada modal manusia sangat penting. Anak yang mengalami kekurangan gizi, absen
dari sekolah, atau tumbuh dalam rumah tangga yang menjual aset dapat memiliki peluang pendapatan lebih
rendah di masa depan. Krisis iklim dengan demikian dapat memperkuat ketimpangan antar-generasi. Bantuan
darurat yang cepat membantu mencegah keputusan yang merusak masa depan, seperti menarik anak dari
sekolah atau menjual lahan produktif.

4. Mengapa Dampak Tidak Merata

Ketidakmerataan dampak berasal dari perbedaan lokasi, pekerjaan, pendapatan, akses layanan, kualitas
aset, dan kekuatan politik. Wilayah pesisir menghadapi kenaikan muka laut dan badai; wilayah kering
menghadapi kekurangan air; kota padat menghadapi panas dan banjir; daerah pegunungan menghadapi longsor
dan perubahan sumber air. Setiap wilayah memiliki kombinasi bahaya yang berbeda, tetapi kapasitas
perlindungan juga berbeda.

Pekerjaan menentukan tingkat paparan. Pekerja luar ruang menerima panas langsung. Petani dan nelayan
bergantung pada kondisi alam. Pekerja yang dapat berpindah ke ruang berpendingin atau bekerja jarak jauh
memiliki pilihan lebih besar. Pekerjaan informal biasanya tidak menyediakan cuti sakit, perlindungan
keselamatan, atau kompensasi ketika kegiatan berhenti. Struktur pasar tenaga kerja dengan demikian menjadi
bagian dari struktur risiko iklim.

Pendapatan menentukan pilihan adaptasi. Rumah tangga kaya dapat membeli pendingin, memperkuat
rumah, memindahkan kendaraan, membeli air, atau membayar biaya pengobatan. Rumah tangga miskin
mungkin menggunakan bahan bakar yang lebih murah tetapi lebih mencemari, tinggal di lokasi dekat sungai
atau lereng, dan tidak memiliki tabungan. Kebijakan yang menaikkan harga energi atau air tanpa perlindungan
dapat memindahkan biaya adaptasi kepada mereka yang paling sedikit mampu membayar.
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Ketidaksetaraan juga bersifat politik. Kelompok yang memiliki akses kepada pembuat kebijakan lebih
mudah memperoleh infrastruktur, informasi, serta kompensasi. Komunitas terpencil atau masyarakat adat
dapat memiliki pengetahuan ekologis yang kuat tetapi lemah dalam proses perizinan dan pengambilan
keputusan. Keadilan memerlukan pengakuan atas suara, hak, dan pengetahuan mereka.

5. Dimensi Keadilan Sosial

Keadilan distributif menanyakan bagaimana manfaat dan beban dibagi. Siapa yang menikmati listrik
murah, air bersih, dan ruang kota teduh? Siapa yang menanggung polusi, banjir, kehilangan lahan, dan biaya
kesehatan? Kebijakan iklim yang menurunkan emisi tetapi menaikkan beban pangan atau energi bagi
kelompok miskin perlu dilengkapi kompensasi dan desain tarif yang tepat.

Keadilan prosedural menanyakan siapa yang ikut mengambil keputusan. Musyawarah yang hanya
dilakukan setelah rancangan selesai tidak cukup. Masyarakat perlu terlibat ketika masalah didefinisikan,
alternatif disusun, indikator ditetapkan, dan hasil dievaluasi. Partisipasi harus memberi pengaruh nyata,
menyediakan informasi yang dapat dipahami, dan memungkinkan keberatan.

Keadilan pengakuan berarti melihat perbedaan pengalaman dan identitas. Masyarakat adat, perempuan,
penyandang disabilitas, lansia, anak, pekerja migran, dan komunitas pesisir memiliki kebutuhan serta
pengetahuan yang tidak selalu terlihat dalam indikator agregat. Pengakuan tidak berarti mengunci kelompok
dalam label korban. Ia berarti kebijakan memperhitungkan kondisi dan hak yang spesifik.

Keadilan antargenerasi berkaitan dengan hak generasi mendatang atas lingkungan yang layak, peluang
ekonomi, dan kemampuan menentukan masa depan. Keputusan saat ini dapat menghasilkan emisi yang
bertahan lama, aset yang tidak sesuai iklim, atau utang pemulihan yang dibayar generasi berikutnya. Kebijakan
perlu menimbang manfaat jangka pendek dan biaya jangka panjang.

Keadilan internasional menyinggung perbedaan kontribusi emisi, kapasitas finansial, dan tingkat dampak
antarnegara. Negara berpendapatan rendah sering memiliki sumber daya lebih sedikit untuk adaptasi, meskipun
kontribusinya terhadap emisi historis lebih kecil. Kerja sama pembiayaan, transfer teknologi, peningkatan
kapasitas, dan pengurangan kerugian menjadi bagian dari tata kelola global.

6. Pangan, Air, dan Energi sebagai Hak Ekonomi

Pangan, air, dan energi membentuk tiga fondasi kesejahteraan. Ketiganya saling berhubungan dan sama-
sama dipengaruhi iklim. Kekeringan dapat mengurangi produksi pangan, menurunkan debit pembangkit listrik
tenaga air, dan mengurangi ketersediaan air rumah tangga. Hujan ekstrem dapat merusak lahan, mencemari
air, dan mengganggu jaringan energi. Kenaikan harga pada satu sektor menyebar ke sektor lain.

Pangan bukan hanya persoalan jumlah produksi nasional. Ketahanan pangan juga mencakup akses,
kualitas gizi, stabilitas harga, dan kemampuan rumah tangga memperoleh makanan secara bermartabat. Sebuah
negara dapat memiliki cukup stok, tetapi keluarga miskin tetap mengalami kerawanan jika harga meningkat
atau distribusi tidak mencapai wilayah tertentu. Perlindungan sosial, pasar yang berfungsi, cadangan yang
dikelola baik, dan diversifikasi produksi perlu berjalan bersama.

Air memiliki karakter ekonomi dan sosial yang khas. Ia digunakan sebagai input produksi, tetapi juga
dibutuhkan setiap orang untuk hidup sehat. Jika alokasi air ditentukan hanya oleh kemampuan membayar,
rumah tangga miskin dapat tersisih. Jika tarif terlalu rendah tanpa pengaturan, pemborosan dan kerusakan
sumber meningkat. Kebijakan air harus menggabungkan efisiensi, keterjangkauan, perlindungan ekosistem,
serta pengawasan terhadap pengguna besar.
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Energi memengaruhi kemampuan masyarakat beradaptasi. Pendinginan membantu menghadapi panas,
pompa membantu pertanian, dan listrik menjaga layanan kesehatan. Namun, energi yang mahal atau tidak
tersedia membuat kelompok miskin lebih rentan. Transisi energi perlu menurunkan emisi tanpa mengorbankan
akses. Dukungan tarif, efisiensi bangunan, transportasi publik, serta investasi energi terbarukan yang sesuai
lokal dapat mengurangi beban.

Pendekatan nexus membantu pemerintah menghindari kebijakan yang menyelesaikan satu masalah sambil
memperburuk masalah lain. Pompa air yang menggunakan diesel menjaga panen tetapi menambah biaya dan
emisi. Bendungan untuk listrik dapat mengurangi air irigasi bila operasi tidak terkoordinasi. Bioenergi dapat
bersaing dengan pangan jika penggunaan lahan tidak diatur. Penilaian lintas sektor perlu menjadi bagian dari
perencanaan.

7. Kesehatan, Produktivitas, dan Nilai Kehidupan

Krisis iklim adalah krisis kesehatan karena panas, asap, banjir, penyakit, kekurangan gizi, dan tekanan
mental. Dampak kesehatan kemudian kembali memengaruhi ekonomi melalui biaya pengobatan, absensi,
kehilangan produktivitas, serta beban perawatan. Jika fasilitas kesehatan berada di wilayah rawan atau
kekurangan listrik dan air, kemampuan merespons menurun pada saat kebutuhan meningkat.

Panas ekstrem memengaruhi tubuh dan pekerjaan. Pekerja dapat mengalami dehidrasi, kelelahan, dan
gangguan konsentrasi. Pada pekerjaan fisik, produktivitas turun ketika tubuh harus mengalokasikan energi
untuk mendinginkan diri. Pengusaha perlu menyesuaikan jadwal, menyediakan air, memberi tempat teduh, dan
menetapkan protokol penghentian kerja. Perlindungan semacam itu bukan beban semata; ia mencegah
kecelakaan dan menjaga kontinuitas produksi.

Asap kebakaran dan polusi memperberat penyakit pernapasan serta kardiovaskular. Anak-anak, lansia,
dan orang dengan penyakit kronis menghadapi risiko lebih tinggi. Respons kesehatan memerlukan pemantauan
kualitas udara, komunikasi, persediaan obat, dan akses layanan. Sekolah serta tempat kerja perlu memiliki
rencana ketika indeks kualitas udara memburuk. Masyarakat tidak boleh menerima pesan yang saling
bertentangan dari lembaga berbeda.

Banjir dan kekeringan memengaruhi penyakit melalui air, sanitasi, vektor, dan migrasi. Genangan dapat
menjadi tempat berkembang biak nyamuk; kerusakan jaringan air dapat meningkatkan penyakit berbasis air;
kekeringan dapat mendorong penyimpanan air yang tidak higienis. Surveilans kesehatan perlu menggunakan
informasi iklim dengan perlindungan privasi.

Kesehatan mental sering kurang terlihat dalam neraca ekonomi. Kehilangan rumah, pekerjaan, lahan, atau
kepastian masa depan dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan trauma. Pemulihan perlu menyediakan
dukungan psikososial, ruang komunitas, serta kepastian informasi. Mengukur kerugian hanya melalui biaya
bangunan yang rusak meremehkan penderitaan dan kerja pemulihan.

Nilai kehidupan tidak dapat direduksi sepenuhnya menjadi angka uang. Analisis ekonomi menggunakan
nilai statistik kehidupan atau biaya kesehatan untuk membantu membandingkan kebijakan, tetapi angka itu
tidak boleh menjadi alasan mengabaikan kelompok yang tidak memiliki daya tawar. Ekonomi kebijakan harus
menggabungkan efisiensi dengan hak, martabat, serta pembagian manfaat.

8. Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Perangkap Kerentanan

Pasar tenaga kerja menjadi kanal utama penyebaran risiko iklim. Ketika pertanian gagal, pekerja
bermigrasi atau mencari pekerjaan informal. Ketika panas mengurangi jam kerja, pendapatan turun. Ketika
banjir menutup jalan, kehadiran dan upah terpengaruh. Pekerja yang memiliki kontrak, jaminan sosial, dan
kemampuan berpindah pekerjaan cenderung lebih terlindungi daripada pekerja harian.

Halaman 8



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Krisis Iklim sebagai Krisis Ekonomi dan Keadilan Sosial | IBM-ASMI 2026

Krisis iklim dapat menambah kemiskinan melalui penurunan pendapatan dan kenaikan pengeluaran.
Rumah tangga mengurangi konsumsi, menjual aset, meminjam dengan bunga tinggi, atau menarik anak dari
sekolah. Jika kejadian berikutnya terjadi sebelum pemulihan selesai, rumah tangga masuk ke perangkap
kerentanan. Perlindungan sosial adaptif diperlukan untuk menjaga konsumsi dasar dan mencegah strategi
bertahan yang merusak.

Pekerja informal harus dipandang sebagai bagian dari desain kebijakan. Mereka memerlukan akses
terhadap informasi, lokasi kerja yang aman, kredit, asuransi, dan layanan kesehatan. Program bantuan tidak
boleh hanya menjangkau rumah tangga yang tercatat secara formal. Registrasi sosial perlu diperbarui secara
berkala dan menyediakan mekanisme pendaftaran bagi kelompok yang berpindah atau tidak memiliki
dokumen lengkap.

Transisi menuju ekonomi rendah karbon juga dapat memengaruhi tenaga kerja. Sektor energi fosil,
transportasi konvensional, dan industri yang intensif karbon mungkin mengalami perubahan pekerjaan.
Transisi yang adil menyediakan pelatihan, pengakuan keterampilan, perlindungan pendapatan sementara, dan
investasi ekonomi alternatif. Jika kebijakan hanya menutup sumber emisi tanpa rencana sosial, penolakan
politik dan ketimpangan dapat meningkat.

Pelatihan harus sesuai kebutuhan pasar nyata. Reskilling tidak cukup berupa kursus umum tanpa
penempatan kerja. Pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendidikan perlu mengidentifikasi kompetensi yang
dibutuhkan, menyediakan pengalaman praktik, dan mengukur hasil pendapatan. Pekerja perlu menjadi peserta
dalam desain transisi, karena mereka paling memahami risiko pekerjaan dan keluarga.

9. Kerugian dan Kerusakan dalam Perspektif Ekonomi

Kerugian iklim dapat dikelompokkan menjadi kerusakan langsung, kehilangan pendapatan, biaya
adaptasi, dan kehilangan yang tidak mudah dinilai. Rumah yang roboh dan panen yang gagal termasuk
kerugian langsung. Hari kerja yang hilang dan usaha yang tutup termasuk kehilangan pendapatan. Pembuatan
tanggul, pembelian pompa, dan relokasi merupakan biaya adaptasi. Kehilangan budaya, ekosistem, kesehatan,
dan rasa aman berada dalam kategori yang lebih sulit diukur.

Estimasi kerugian bergantung pada data dan metode. Nilai aset dapat dihitung berdasarkan biaya
penggantian atau nilai pasar. Pendapatan yang hilang dapat dihitung menggunakan proyeksi produksi. Dampak
sosial membutuhkan survei dan indikator kesejahteraan. Perbandingan antarwilayah harus memperhatikan
inflasi, ukuran ekonomi, jumlah penduduk, serta cakupan sektor.

Perbedaan angka bukan sekadar masalah teknis. Angka menentukan prioritas dan kompensasi. Jika
kerugian komunitas adat atau ekosistem tidak dicatat, proyek pemulihan dapat menguntungkan pihak lain
sementara kerusakan berlanjut. Jika hanya aset formal yang dihitung, pedagang dan pekerja informal tidak
terlihat. Metode penilaian harus membuka asumsi dan mengakui apa yang tidak dapat diukur dengan baik.

Kerugian yang berulang dapat mengubah keputusan investasi. Perusahaan mungkin meninggalkan lokasi
yang sering terkena banjir; rumah tangga mungkin bermigrasi; bank mungkin menaikkan bunga; pemerintah
mungkin menunda proyek. Perubahan itu memengaruhi nilai tanah dan peluang pembangunan. Analisis
ekonomi perlu melihat dinamika, bukan hanya satu kejadian.

Pemulihan dapat menciptakan peluang pekerjaan dan memperbaiki aset, tetapi juga berisiko memperbesar
ketimpangan. Kontraktor besar dapat memperoleh proyek, sedangkan usaha lokal tidak terlibat. Relokasi dapat
mengurangi bahaya tetapi memutus mata pencaharian. Karena itu, rekonstruksi harus menggabungkan
kelayakan teknis dengan hak atas tempat tinggal, pekerjaan, dan partisipasi.
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10. Krisis Iklim di Indonesia

Indonesia menghadapi krisis iklim dalam bentuk yang beragam. Negara kepulauan ini memiliki garis
pantai yang panjang, kota pesisir yang padat, masyarakat agraris, hutan tropis, gambut, wilayah pegunungan,
serta ekonomi laut yang besar. Keragaman tersebut membuat risiko berbeda antarwilayah. Kebijakan nasional
perlu menyediakan arah dan standar, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi lokal.

Kenaikan muka laut mengancam permukiman pesisir, tambak, pelabuhan, jalan, serta sumber air.
Penurunan muka tanah memperbesar dampak di beberapa kota. Adaptasi dapat mencakup perlindungan pantai,
restorasi mangrove, pengendalian ekstraksi air tanah, perbaikan drainase, pengaturan tata ruang, dan relokasi
yang dirancang secara adil bila perlindungan tidak lagi layak. Relokasi tidak boleh hanya memindahkan
keluarga ke tempat yang jauh dari pekerjaan dan layanan.

Pertanian Indonesia masih sangat bergantung pada pola musim. Pergeseran awal dan akhir musim, hujan
intens, serta kekeringan memengaruhi padi, jagung, kedelai, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Kalender tanam perlu menggabungkan prakiraan musim dengan informasi kelembapan tanah, irigasi, varietas,
dan pasar. Penyuluhan harus menjangkau petani kecil dalam bahasa yang dapat digunakan, bukan hanya
menyalurkan laporan teknis.

Kebakaran hutan dan lahan menunjukkan hubungan antara iklim, tata guna lahan, dan kepentingan
ekonomi. Cuaca kering dapat memperbesar bahaya, tetapi praktik pembukaan lahan, kanal gambut, lemahnya
pengawasan, dan insentif produksi menentukan skala kerusakan. Kebijakan harus mencegah pembakaran,
memulihkan hidrologi, menegakkan aturan, dan menyediakan alternatif mata pencaharian. Menyebut cuaca
sebagai penyebab tunggal dapat menghilangkan tanggung jawab pengelolaan.

Kota-kota besar menghadapi panas, banjir, kekurangan air, kemacetan, polusi, dan tekanan kesehatan.
Urbanisasi memperbesar paparan ketika pembangunan menutup daerah resapan dan ruang hijau. Ketahanan
kota memerlukan jaringan air yang efisien, transportasi publik, pohon dan ruang teduh, perumahan layak,
layanan kesehatan, serta tata ruang yang mempertimbangkan risiko. Investasi harus memprioritaskan warga
yang tinggal di lokasi paling rentan.

Wilayah kepulauan kecil memiliki keterbatasan fiskal dan logistik. Ketika badai, kekeringan, atau
kenaikan muka laut mengganggu pelabuhan, pasokan pangan dan obat dapat terputus. Program nasional perlu
menyediakan pembiayaan, konektivitas, sistem komunikasi, dan kapasitas lokal. Ketahanan tidak tercapai bila
intervensi hanya datang dari pusat setelah kejadian.

11. Kota, Desa, dan Ketimpangan Ruang

Krisis iklim menghasilkan ketimpangan ruang. Kota memperoleh lebih banyak layanan dan peluang
ekonomi, tetapi memiliki kepadatan serta permukaan kedap air yang meningkatkan bahaya. Desa memiliki
sumber daya alam dan ruang, tetapi akses terhadap infrastruktur, pasar, data, dan layanan sering terbatas.
Hubungan kota-desa menjadi penting karena kota bergantung pada pangan, air, energi, dan tenaga kerja dari
wilayah sekitar.

Di dalam kota, kelompok berpendapatan rendah sering tinggal di bantaran sungai, pesisir, lereng, atau
kawasan yang minim drainase. Mereka memilih lokasi tersebut karena harga tanah dan sewa lebih terjangkau
atau karena dekat dengan pekerjaan. Larangan tinggal tanpa alternatif dapat memperburuk keadaan. Kebijakan
perlu menyediakan perumahan aman, akses transportasi, dan kepastian kerja.

Di desa, perubahan iklim berinteraksi dengan fragmentasi lahan, keterbatasan irigasi, akses kredit, serta
fluktuasi harga. Petani yang memiliki lahan kecil tidak selalu dapat mengadopsi teknologi mahal.
Kelembagaan bersama, seperti kelompok tani, koperasi, dan jaringan air, dapat menurunkan biaya. Namun,
kelembagaan perlu dikelola transparan agar manfaat tidak dikuasai segelintir pihak.
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Hubungan hulu-hilir menuntut kerja sama antarwilayah. Tindakan di hulu memengaruhi banjir dan
kualitas air di hilir; permintaan kota memengaruhi lahan dan air di desa. Pembayaran jasa lingkungan dan
perencanaan daerah aliran sungai dapat menyelaraskan kepentingan, tetapi mekanismenya harus memastikan
masyarakat hulu memperoleh manfaat yang adil.

Data spasial dapat membantu pemerintah melihat ketimpangan tersebut. Peta bahaya perlu
ditumpangtindihkan dengan kemiskinan, akses layanan, lokasi sekolah, rumah sakit, jaringan air, dan mata
pencaharian. Peta bukan pengganti kunjungan lapangan. Ia menjadi alat awal untuk bertanya kepada warga
dan memeriksa asumsi.

12. Dunia Usaha dan Tanggung Jawab Korporasi

Perusahaan tidak berada di luar krisis iklim. Mereka memiliki aset, pekerja, pemasok, konsumen, dan
kewajiban kepada pemegang saham. Risiko iklim dapat mengganggu operasi secara langsung maupun melalui
rantai nilai. Pada saat yang sama, keputusan perusahaan tentang energi, lahan, produk, dan investasi
memengaruhi emisi serta kerentanan masyarakat.

Manajemen perlu memetakan risiko fisik dan risiko transisi. Risiko fisik meliputi banjir, panas,
kekeringan, kebakaran, badai, dan kenaikan muka laut. Risiko transisi meliputi perubahan regulasi, harga
karbon, teknologi, preferensi konsumen, serta tuntutan investor. Perusahaan yang hanya memperhatikan
kerusakan aset dapat melewatkan risiko perubahan pasar dan kebijakan.

Rantai pasok harus dianalisis hingga sumber bahan baku. Perusahaan makanan perlu memahami paparan
petani terhadap kekeringan. Perusahaan manufaktur perlu mengetahui ketergantungan terhadap air dan listrik.
Bank perlu menilai risiko debitur pada wilayah rawan. Diversifikasi pemasok, efisiensi sumber daya, kontrak
yang adil, dan dukungan adaptasi dapat memperkuat kesinambungan.

Pelaporan keberlanjutan harus menghindari klaim yang tidak dapat dibuktikan. Target emisi perlu
memiliki batas, tahun dasar, metode pengukuran, dan rencana pelaksanaan. Perusahaan juga perlu melaporkan
dampak sosial dari transisi. Penutupan tambang atau pembangkit dapat menurunkan emisi, tetapi pekerja dan
daerah penghasil membutuhkan strategi ekonomi alternatif.

Tanggung jawab korporasi mencakup penghormatan terhadap hak masyarakat. Proyek energi,
perkebunan, atau pertambangan yang mengurangi akses air dan lahan dapat memperbesar ketidakadilan
meskipun menawarkan pertumbuhan. Konsultasi bermakna, mekanisme keluhan, pemulihan, dan pembagian
manfaat harus menjadi bagian dari tata kelola.

Perusahaan dapat menjadi mitra adaptasi melalui inovasi dan pembiayaan. Teknologi irigasi, asuransi
indeks, rantai dingin, bangunan hemat energi, dan data risiko dapat membantu. Namun, inovasi harus diuji atas
manfaat nyata dan akses, bukan hanya atas kebaruan teknis.

13. Keuangan, Pajak, dan Anggaran Keadilan

Kebijakan fiskal menentukan kemampuan negara menghadapi krisis iklim. Pajak menyediakan sumber
daya untuk layanan publik dan adaptasi, sementara belanja pemerintah menentukan siapa yang terlindungi.
Pajak dan subsidi juga memengaruhi perilaku energi, transportasi, lahan, serta konsumsi.

Pajak karbon atau instrumen harga emisi dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, tetapi
dampaknya terhadap rumah tangga perlu dihitung. Jika harga energi naik tanpa kompensasi, kelompok miskin
menanggung beban lebih besar. Pendapatan dari kebijakan tersebut dapat dikembalikan melalui bantuan tunai,
subsidi terarah, transportasi publik, efisiensi rumah, atau investasi layanan dasar. Desain yang transparan
memperkuat penerimaan publik.
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Anggaran adaptasi perlu dibedakan dari belanja rutin tanpa menciptakan kotak administratif yang tidak
efektif. Setiap proyek pembangunan sebaiknya diuji terhadap bahaya iklim dan dampak distribusinya. Jalan,
sekolah, rumah sakit, waduk, dan perumahan yang dibangun hari ini akan digunakan puluhan tahun.
Mengabaikan iklim pada tahap desain dapat menghasilkan biaya perbaikan besar.

Pembiayaan daerah sering menjadi kendala. Daerah dengan risiko tinggi belum tentu memiliki pendapatan
besar. Transfer fiskal dapat memasukkan indikator risiko, kemiskinan, dan kapasitas pengelolaan. Penggunaan
dana perlu diaudit berdasarkan hasil: berapa aset yang terlindungi, berapa waktu pemulihan berkurang, dan
siapa yang memperoleh manfaat.

Sektor keuangan perlu memasukkan risiko iklim ke dalam penilaian kredit dan stabilitas. Bank dapat
melakukan stress test terhadap portofolio pertanian, properti pesisir, energi, dan industri yang bergantung pada
air. Bank sentral dan otoritas keuangan dapat mengembangkan pedoman pengungkapan dan manajemen risiko.
Namun, standar tidak boleh membuat kredit ditarik dari wilayah rentan tanpa menyediakan pembiayaan
adaptasi.

Obligasi hijau dan dana iklim dapat membiayai proyek, tetapi integritasnya bergantung pada penggunaan
dana dan pelaporan hasil. Proyek harus menunjukkan kontribusi yang dapat diukur. Keuangan hijau yang
hanya mengganti label tanpa perubahan dampak akan memperlemah kepercayaan.

14. Perlindungan Sosial Adaptif

Perlindungan sosial adaptif menghubungkan program kesejahteraan yang sudah ada dengan informasi
risiko iklim. Ketika prakiraan atau indikator harga menunjukkan tekanan meningkat, cakupan bantuan dapat
diperluas sebelum rumah tangga kehilangan aset. Pendekatan ini lebih efektif daripada menunggu data
kerugian lengkap setelah bencana.

Pemicu dapat berupa curah hujan, kelembapan tanah, harga pangan, tingkat waduk, atau indeks panas.
Pemicu perlu diuji agar bantuan tidak sering salah sasaran. Sistem juga harus menyediakan mekanisme koreksi
bagi warga yang tertinggal. Data administrasi perlu diperbarui dan dipadukan dengan verifikasi masyarakat.

Bantuan tunai membantu keluarga mempertahankan konsumsi dan mencegah penjualan aset. Bantuan
benih, pakan, air, layanan kesehatan, dan pekerjaan publik dapat melengkapi transfer tunai. Program harus
memperhatikan gender dan beban perawatan. Pembayaran kepada kepala rumah tangga tanpa memastikan
kendali penerima dapat mengurangi manfaat bagi perempuan dan anak.

Perlindungan sosial juga dapat mendukung transisi rendah karbon. Pekerja dan daerah yang terpengaruh
perubahan energi memerlukan pendapatan sementara, pelatihan, layanan penempatan, dan investasi ekonomi
baru. Kebijakan yang mengabaikan masyarakat terdampak akan menghadapi penolakan dan meninggalkan
luka sosial.

Evaluasi harus mengukur kecukupan, ketepatan waktu, akses, dan dampak. Bantuan yang tiba setelah
keluarga menjual tanah mungkin tidak memenuhi tujuan. Program yang tidak menjangkau pekerja informal
perlu diperbaiki. Perlindungan sosial adalah investasi stabilitas dan produktivitas, bukan sekadar pengeluaran
konsumtif.

15. Kecerdasan Buatan dan Tata Kelola Data Iklim

Krisis iklim membutuhkan keputusan yang dibuat dari data dalam jumlah besar. Satelit, stasiun cuaca,
sensor tanah, catatan panen, harga, kesehatan, dan laporan warga dapat membentuk gambaran risiko yang lebih
lengkap. Kecerdasan buatan membantu mengolah data tersebut, menemukan pola, memperkirakan dampak,
dan menyajikan peringatan kepada pengambil keputusan.
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Al dapat digunakan untuk memetakan perubahan tutupan lahan, mendeteksi titik panas, memperkirakan
hasil panen, memprediksi kebutuhan air, serta mengidentifikasi infrastruktur yang paling rentan. Model bahasa
dapat membantu merangkum laporan dan menerjemahkan informasi teknis ke dalam bahasa publik.
Penggunaan ini memiliki manfaat besar bagi pemerintah daerah dan organisasi yang kekurangan analis.

Namun, data dan model tidak netral. Wilayah dengan sensor lebih banyak menghasilkan model yang lebih
akurat daripada wilayah terpencil. Data historis mungkin mencerminkan ketimpangan akses layanan.
Algoritma yang dilatih dari masa lalu dapat gagal ketika pola iklim berubah. Prediksi yang terlihat presisi dapat
menyembunyikan ketidakpastian. Karena itu, Al tidak boleh menjadi pengganti penilaian manusia dan
pengetahuan lokal.

Tata kelola Al memerlukan dokumentasi sumber data, validasi, pengujian bias, audit, keamanan, dan
penjelasan hasil. Keputusan tentang bantuan, evakuasi, alokasi air, atau kredit memiliki konsekuensi sosial.
Pemilik sistem harus dapat menjelaskan siapa yang bertanggung jawab jika model salah. Masyarakat perlu
memiliki saluran keberatan dan koreksi.

Kesenjangan digital juga harus diperhatikan. Informasi peringatan tidak boleh hanya tersedia melalui
aplikasi telepon pintar. Radio, penyuluh, layanan pesan suara, pertemuan desa, dan media lokal tetap penting.
Desain teknologi harus mengikuti kemampuan pengguna dan kondisi konektivitas. Teknologi yang tidak dapat
dipakai masyarakat bukan inovasi yang berhasil.

16. Peran Pendidikan Tinggi dan Pengetahuan Publik

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghubungkan ilmu iklim dengan ekonomi dan
kebijakan. Mahasiswa manajemen perlu memahami bahwa keputusan bisnis dipengaruhi batas ekologis.
Mahasiswa teknik perlu memahami bahwa infrastruktur mempunyai dampak distribusi. Mahasiswa sosial
perlu memahami mekanisme fisik iklim. Mahasiswa ilmu alam perlu memahami institusi dan perilaku yang
menentukan apakah pengetahuan digunakan.

Kurikulum dapat menggunakan studi kasus banjir, kekeringan, kebakaran, energi, atau pangan.
Mahasiswa menyusun peta risiko, menganalisis data, mengidentifikasi kelompok rentan, dan merancang
kebijakan. Penilaian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga kualitas asumsi, bukti, dan penjelasan
ketidakpastian.

Al dapat digunakan sebagai mitra belajar dengan aturan yang jelas. Mahasiswa perlu memeriksa sumber,
mendeteksi angka yang tidak konsisten, dan membedakan teks yang dihasilkan mesin dari kesimpulan
penelitian. Keterampilan tersebut penting karena analis masa depan akan bekerja dalam lingkungan informasi
yang sangat cepat.

Universitas juga dapat menjadi pusat data dan dialog bagi pemerintah daerah. Penelitian bersama dapat
menghasilkan peta mikro, model dampak, serta evaluasi program. Pengetahuan lokal harus diperlakukan
sebagai bukti yang perlu diuji dan dihormati, bukan sekadar ilustrasi. Keterlibatan masyarakat sejak awal
meningkatkan relevansi dan kepercayaan.

Literasi publik perlu menjelaskan hubungan antara iklim dan ekonomi secara sederhana. Ketika harga
pangan naik atau air dibatasi, masyarakat berhak mengetahui alasan, durasi, serta kebijakan perlindungan.
Komunikasi yang transparan mengurangi rumor dan membuka ruang partisipasi.
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17. Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah

Krisis iklim melampaui batas administratif dan sektor. Kementerian pertanian, lingkungan, kesehatan,
pekerjaan umum, energi, keuangan, pendidikan, dan pemerintah daerah memiliki sebagian dari persoalan.
Koordinasi perlu dibangun sebelum krisis, bukan ketika dampak telah meluas.

Pemerintah memerlukan sistem peringatan dini yang menghubungkan observasi, prakiraan, interpretasi
sektoral, ambang tindakan, pembiayaan, dan evaluasi. Informasi ilmiah harus diterjemahkan menjadi
keputusan yang jelas: kapan pembatasan air dimulai, kapan bantuan diperluas, kapan sekolah mengubah
kegiatan, atau kapan pekerjaan luar ruang dihentikan.

Kapasitas pemerintah bukan hanya jumlah pegawai. la mencakup prosedur, data, kewenangan, anggaran,
koordinasi, dan kemampuan belajar. Daerah dengan sumber daya terbatas dapat bermitra dengan perguruan
tinggi, asosiasi, dan komunitas. Namun, kemitraan harus meningkatkan kapasitas internal, bukan menciptakan
ketergantungan permanen.

Pengadaan dan pemeliharaan sering menentukan keberhasilan. Sensor tanpa kalibrasi, pompa tanpa suku
cadang, atau aplikasi tanpa operator tidak menghasilkan ketangguhan. Kontrak harus memuat pelatihan,
pembaruan, keamanan, dan pemeliharaan. Anggaran harus menghitung biaya sepanjang umur aset.

Akuntabilitas perlu berjalan bersama fleksibilitas. Pejabat yang menghadapi ketidakpastian harus
memiliki ruang mengambil keputusan dalam batas aturan. Keputusan dicatat dan diaudit. Kesalahan yang jujur
dibedakan dari kelalaian dan korupsi. Sistem yang menghukum setiap keputusan yang tidak sempurna akan
mendorong birokrasi menunggu.

18. Agenda Adaptasi dan Mitigasi yang Adil

Adaptasi mengurangi kerentanan terhadap dampak yang telah terjadi atau mungkin terjadi. Mitigasi
mengurangi emisi dan memperkuat penyerap karbon. Keduanya perlu dilaksanakan bersama. Adaptasi tanpa
mitigasi menjadi semakin mahal karena bahaya meningkat. Mitigasi tanpa adaptasi tidak cukup karena
sebagian perubahan sudah berlangsung.

Adaptasi yang adil memprioritaskan layanan dasar, mata pencaharian, dan kelompok paling rentan.
Infrastruktur perlu melindungi warga, bukan hanya aset bernilai tinggi. Perumahan, air, kesehatan, pangan,
pendidikan, dan transportasi harus menjadi bagian dari kebijakan iklim. Program harus mengukur siapa yang
memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Mitigasi yang adil memperhatikan pekerja, konsumen, dan daerah yang ekonominya bergantung pada
karbon. Harga energi perlu dirancang agar pengurangan emisi tidak memperburuk kemiskinan. Pekerja
membutuhkan pelatihan dan perlindungan pendapatan. Daerah penghasil energi perlu memperoleh investasi
alternatif. Masyarakat terdampak perlu terlibat dalam perencanaan.

Solusi berbasis alam dapat menghubungkan kedua tujuan. Hutan, mangrove, gambut, tanah, dan laut
menyimpan karbon sekaligus menyediakan air, habitat, perlindungan pantai, dan pendapatan. Namun, proyek
konservasi harus menghormati hak masyarakat serta mencegah pengambilalihan lahan secara tidak adil.

19. Kerangka Implementasi Lima Tahun

Pada tahun pertama, pemerintah dan organisasi dapat memusatkan perhatian pada pemetaan paparan dan
pemutakhiran data. Fasilitas kritis, wilayah miskin, sumber air, rantai pangan, dan kelompok pekerja rentan
diidentifikasi. Protokol peringatan dini dan daftar kontak diuji. Anggaran kontinjensi ditetapkan.
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Pada tahun kedua, program percontohan dijalankan pada beberapa wilayah dan sektor. Kalender tanam
adaptif, perlindungan sosial pemicu iklim, sistem panas untuk pekerja, pengurangan kebocoran air, serta
pemantauan kebakaran diuji. Evaluasi menggunakan indikator hasil, bukan hanya jumlah kegiatan.

Pada tahun ketiga, program yang terbukti bermanfaat diperluas. Sistem data dihubungkan antarinstansi.
Pembiayaan swasta dan asuransi diperkuat. Sekolah, puskesmas, kelompok tani, dan koperasi dilibatkan.
Standar pembangunan mulai memasukkan risiko iklim.

Pada tahun keempat, perhatian diarahkan pada perubahan struktur: tata ruang, diversifikasi ekonomi,
restorasi ekosistem, efisiensi energi, dan transportasi. Kebijakan transisi tenaga kerja diperluas. Pemerintah
mengaudit apakah investasi mengurangi ketimpangan atau justru memindahkan risiko.

Pada tahun kelima, strategi dievaluasi secara menyeluruh. Data kerugian, kesehatan, pendapatan, layanan,
ckosistem, dan kepuasan masyarakat dibandingkan dengan kondisi awal. Rencana berikutnya disusun
berdasarkan pembelajaran, bukan asumsi lama. Siklus lima tahun menjadi bagian dari perencanaan
pembangunan.

20. Kesimpulan

Krisis iklim merupakan krisis ekonomi karena mengganggu fondasi produksi, konsumsi, aset, tenaga
kerja, perdagangan, keuangan, dan fiskal. la merupakan krisis keadilan sosial karena bahaya, paparan,
kerentanan, dan kemampuan pulih tidak dibagi rata. Rumah tangga miskin, pekerja informal, petani kecil,
nelayan kecil, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, komunitas adat, serta masyarakat pesisir sering
menanggung dampak lebih besar dengan sumber daya perlindungan yang lebih kecil.

Kebijakan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dapat mengabaikan kerusakan ekologis dan
ketimpangan. Kebijakan iklim yang hanya mengejar penurunan emisi dapat membebankan biaya transisi
kepada mereka yang paling lemah. Kerangka yang diperlukan adalah pembangunan yang tahan guncangan,
rendah emisi, dan adil dalam pembagian manfaat serta beban.

Indonesia memiliki peluang untuk membangun kerangka tersebut melalui sistem peringatan dini,
perlindungan sosial adaptif, pembiayaan risiko, tata ruang berbasis bahaya, pertanian dan perikanan yang
tangguh, layanan publik yang kuat, restorasi ekosistem, dan penggunaan data serta Al yang bertanggung jawab.
Keberhasilan perlu diukur melalui keselamatan, pendapatan, kesehatan, akses layanan, waktu pemulihan, dan
integritas lingkungan.

Keadilan tidak seharusnya ditambahkan setelah desain kebijakan selesai. Ia harus hadir sejak definisi
masalah, penetapan prioritas, pengumpulan data, pembagian anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Masyarakat
yang terkena dampak perlu didengar dan memiliki pengaruh nyata. Pengetahuan lokal perlu dipadukan dengan
ilmu modern. Kelompok rentan perlu dilindungi tanpa direduksi menjadi objek bantuan.

Pada akhirnya, krisis iklim menguji kualitas kepemimpinan dan manajemen. Ia menuntut keberanian
bertindak sebelum kerugian terlihat, disiplin memeriksa bukti, kemampuan bekerja lintas sektor, serta
kesediaan memperbaiki keputusan ketika informasi berubah. Ekonomi yang tangguh bukan ekonomi yang
tidak pernah mengalami guncangan, melainkan ekonomi yang mampu menyerap guncangan tanpa
menghancurkan masa depan sebagian besar warganya. Keadilan sosial adalah syarat agar ketangguhan tersebut
benar-benar menjadi milik bersama.
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21. Studi Kasus Naratif Petani Kecil

Bayangkan sebuah keluarga petani di wilayah yang mengandalkan sawah tadah hujan. Pada awal musim,
prakiraan menunjukkan kemungkinan musim lebih kering daripada rata-rata. Informasi itu bukan kepastian
bahwa hujan tidak turun, tetapi cukup untuk memperhitungkan risiko. Keluarga tersebut harus memilih apakah
menanam pada luas normal, mengurangi luas, mengganti varietas, atau menunggu.

Keputusan bergantung pada modal dan akses. Petani yang mempunyai pompa serta tabungan memiliki
pilihan lebih banyak. Petani yang tidak memiliki keduanya menanggung risiko lebih besar. Jika informasi
disampaikan terlambat, pilihan mereka semakin sempit. Jika bantuan benih datang setelah masa tanam,
kebijakan kehilangan nilai. Jika kredit diberikan dengan jadwal pembayaran yang tidak sesuai panen, bantuan
dapat berubah menjadi beban.

Pemerintah daerah dapat membentuk proses perencanaan bersama. Penyuluh menjelaskan skenario,
kelompok tani membandingkan biaya, dan pengelola air menyampaikan kapasitas saluran. Dinas sosial
memperbarui data rumah tangga rentan. Bank menyiapkan mekanisme restrukturisasi. Peneliti membantu
memantau kelembapan tanah dan hasil. Setiap aktor menguasai sebagian informasi; keputusan menjadi lebih
baik ketika informasi disatukan.

Musim berjalan dan hujan ternyata tidak merata. Sebagian desa menerima hujan cukup, sementara desa
lain mengalami jeda panjang. Petani yang menggunakan strategi berbeda menunjukkan hasil yang berbeda.
Evaluasi tidak boleh menyalahkan mereka yang gagal karena rekomendasi yang sama memang tidak cocok
untuk semua lahan. Evaluasi harus menguji apakah informasi lokal tersedia, apakah infrastruktur berfungsi,
dan apakah pilihan benar-benar dapat dijangkau.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa keadilan iklim terkait dengan pilihan. Dua petani dapat menerima
prakiraan yang sama, tetapi memiliki kemampuan bertindak berbeda. Kebijakan yang adil memperluas pilihan
melalui kredit terjangkau, benih, irigasi, asuransi, informasi, dan pasar. Dukungan perlu diberikan sebelum
kehilangan, karena setelah aset terjual biaya pemulihan menjadi jauh lebih besar.

22. Studi Kasus Naratif Pekerja Kota

Di kota padat, seorang pekerja konstruksi memperoleh pendapatan harian. Ketika suhu meningkat, ia
mengalami kelelahan lebih cepat. Jika berhenti bekerja, pendapatan berkurang; jika terus bekerja, risiko
kesehatan dan kecelakaan meningkat. Perusahaan dapat mengubah jadwal ke pagi, menyediakan air dan tempat
teduh, serta menambah waktu istirahat. Namun, perubahan itu hanya efektif jika kontrak kerja dan sistem
pembayaran tidak menghukum pekerja.

Pekerja informal menghadapi pilihan serupa. Pedagang kaki lima mungkin tetap berjualan ketika panas
karena tidak memiliki cuti. Pengemudi sepeda motor terpapar panas dan polusi selama berjam-jam. Pekerja
rumah tangga tidak selalu memiliki kendali atas ventilasi dan jam kerja. Kebijakan kesehatan yang hanya
menyampaikan imbauan individu tidak cukup. Perlindungan harus masuk ke dalam aturan kerja, ruang kota,
akses kesehatan, dan jaminan pendapatan.

Perusahaan dapat mengukur kehilangan produktivitas dan membandingkannya dengan biaya adaptasi.
Atap peneduh, ventilasi, jadwal kerja, dan pelatihan mungkin mengurangi jam kerja puncak, tetapi mencegah
kecelakaan serta absensi. Pemerintah dapat menetapkan standar keselamatan panas dan melakukan
pengawasan. Serikat pekerja dapat membantu menyampaikan pengalaman lapangan. Pendekatan ini
memperlihatkan bahwa adaptasi iklim sekaligus merupakan kebijakan ketenagakerjaan.
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Keadilan menuntut agar biaya tidak seluruhnya ditanggung pekerja. Bila perusahaan mengalihkan risiko
dengan memaksa pekerja bekerja pada kondisi berbahaya, produktivitas yang tercatat dibayar dengan
kesehatan. Jika pemerintah menunda penataan ruang sehingga pekerja harus menempuh perjalanan panjang,
biaya panas dan polusi dipindahkan ke rumah tangga. Kebijakan yang baik memperhitungkan seluruh biaya
tersebut.

23. Kota Bogor dan Ketahanan Layanan Dasar

Wilayah Bogor dapat digunakan sebagai contoh analitis mengenai hubungan antara iklim, kota, dan hulu.
Citra umum sebagai kawasan bercurah hujan tinggi tidak menghapus kemungkinan kekeringan musiman,
panas lokal, atau hujan ekstrem singkat. Perubahan tutupan lahan, kepadatan bangunan, drainase, dan
hubungan dengan kawasan hulu memengaruhi pengalaman warga.

Pengelola kota dapat memulai dengan neraca air. Mereka menilai sumber, permintaan, kehilangan
jaringan, kebutuhan fasilitas publik, serta cadangan. Pengurangan kebocoran sering memberi manfaat lebih
cepat daripada membangun sumber baru. Pemanenan air hujan di gedung publik membantu kebutuhan
nonminum. Perlindungan mata air dan daerah tangkapan memperkuat pasokan jangka panjang.

Ruang hijau membantu mengurangi panas dan mengatur aliran. Namun, penanaman memerlukan pilihan
jenis yang sesuai, penyiraman awal, perlindungan, dan pembagian tanggung jawab. Kebijakan pohon kota
perlu terhubung dengan anggaran pemeliharaan. Warga dapat dilibatkan melalui pengawasan dan perawatan,
tetapi pemerintah tetap bertanggung jawab menyediakan standar dan dukungan.

Ketahanan layanan memerlukan rencana untuk sekolah, puskesmas, pasar, transportasi, dan komunikasi.
Jika kualitas udara memburuk, sekolah memiliki aturan kegiatan luar ruang. Jika air berkurang, fasilitas
kesehatan memiliki prioritas pasokan. Jika banjir mengganggu jalan, rute alternatif tersedia. Data warga,
sensor, dan pengetahuan petugas lapangan perlu dipadukan.

24. Riset, Metode, dan Pengambilan Keputusan

Krisis iklim menyediakan bidang penelitian lintas disiplin. Peneliti dapat menguji hubungan antara suhu
dan produktivitas tenaga kerja, curah hujan dan harga pangan, banjir dan kehadiran sekolah, atau kualitas udara
dan kunjungan rumah sakit. Data panel, analisis spasial, eksperimen kebijakan, survei rumah tangga,
wawancara, dan studi kasus dapat digunakan sesuai pertanyaan.

Masalah atribusi harus diperhatikan. Penurunan produksi saat suhu meningkat mungkin dipengaruhi harga
pupuk, hama, perubahan kebijakan, atau gangguan transportasi. Peneliti perlu menggunakan variabel kontrol
dan menjelaskan batas inferensi. Korelasi waktu tidak otomatis membuktikan sebab. Atribusi yang hati-hati
memperkuat kebijakan karena menunjukkan saluran intervensi.

Penelitian keadilan memerlukan data terpilah. Rata-rata kabupaten dapat menyembunyikan perbedaan
gender, pendapatan, lokasi, umur, disabilitas, dan status pekerjaan. Survei perlu menanyakan beban waktu,
akses layanan, kehilangan aset, serta kemampuan pulih. Data kualitatif membantu menjelaskan mengapa
kelompok tertentu tidak menggunakan program walaupun secara formal berhak.

Pengambilan keputusan dapat menggunakan analisis multi-kriteria. Alternatif dinilai berdasarkan
pengurangan risiko, biaya, manfaat sosial, dampak ekologis, kelayakan, dan keadilan. Metode ini tidak
menghapus konflik nilai, tetapi membuatnya terlihat. Warga dan pembuat kebijakan dapat mendiskusikan
bobot kriteria secara terbuka.
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Al harus digunakan dengan pengujian dan pengawasan. Peneliti memeriksa data pelatihan, kinerja
antarwilayah, peringatan palsu, serta kesalahan terlewat. Sistem diberi versi dan dicatat perubahannya.
Pengguna diberi penjelasan yang cukup untuk memahami hasil. Untuk keputusan berisiko tinggi, model
menjadi alat bantu, bukan otoritas akhir.

25. Penutup Tambahan

Krisis iklim menantang cara lama dalam menilai keberhasilan ekonomi. Pertumbuhan yang menghabiskan
air, merusak tanah, memperluas polusi, dan mengabaikan kelompok rentan dapat menghasilkan angka positif
dalam jangka pendek, tetapi memperbesar biaya di masa depan. Sebaliknya, investasi pada layanan dasar,
ekosistem, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dapat tampak sebagai biaya, padahal ia menjaga
kemampuan masyarakat untuk produktif.

Krisis ini juga menantang cara lama dalam memahami keadilan. Tidak cukup mengatakan bahwa semua
orang menghadapi cuaca yang sama. Yang penting adalah siapa yang tinggal di lokasi paling rentan, siapa
yang memperoleh informasi, siapa yang dapat membayar perlindungan, siapa yang memiliki suara, dan siapa
yang memiliki kesempatan pulih. Keadilan harus diterjemahkan ke dalam anggaran, standar, data, prosedur,
dan hasil.

Bagi manajemen, implikasinya jelas. Risiko iklim harus masuk ke strategi, operasi, keuangan, sumber
daya manusia, rantai pasok, tata kelola, dan evaluasi. Bagi pemerintah, kebijakan iklim harus terhubung dengan
pengentasan kemiskinan, kesehatan, pangan, pekerjaan, dan pembangunan daerah. Bagi perguruan tinggi, riset
harus menerjemahkan pengetahuan menjadi kemampuan mengambil keputusan.

26. Hubungan antara Krisis Iklim dan Demokrasi

Krisis iklim memiliki dimensi demokratis karena keputusan mengenai lahan, energi, air, pajak, dan
relokasi menentukan kehidupan banyak orang. Jika keputusan dibuat tanpa informasi terbuka dan partisipasi,
kebijakan dapat kehilangan legitimasi walaupun secara teknis masuk akal. Demokrasi tidak berarti semua
pilihan sama baiknya secara ilmiah, tetapi masyarakat berhak mengetahui dasar keputusan dan
memengaruhinya melalui proses yang sah.

Ketegangan dapat muncul ketika tindakan cepat diperlukan. Pemerintah mungkin perlu membatasi
penggunaan air, menghentikan pembukaan lahan, atau mengubah tata ruang. Kecepatan tidak boleh menjadi
alasan menghapus akuntabilitas. Prosedur darurat harus memiliki batas waktu, dasar hukum, pengawasan, dan
mekanisme evaluasi. Masyarakat akan lebih menerima pembatasan jika manfaat, biaya, dan kompensasi
dijelaskan.

Informasi iklim dapat dipolitisasi. Angka yang dipilih, wilayah yang ditampilkan, dan istilah yang
digunakan dapat membentuk persepsi. Media sosial mempercepat penyebaran klaim yang benar maupun
keliru. Literasi data, jurnalisme yang memeriksa sumber, dan komunikasi lembaga yang konsisten membantu
menjaga ruang publik. Perbedaan pendapat ilmiah yang nyata perlu disampaikan, tetapi ketidakpastian tidak
boleh digunakan untuk menolak bukti yang kuat.

Keadilan prosedural memerlukan ruang bagi kelompok yang biasanya tidak terdengar. Pertemuan harus
mempertimbangkan waktu kerja, bahasa, akses disabilitas, serta keamanan peserta. Konsultasi harus memberi
waktu mempelajari dokumen dan mengajukan alternatif. Keputusan akhir perlu menjelaskan bagaimana
masukan digunakan. Proses seperti ini memperbaiki kualitas informasi sekaligus memperkuat kepercayaan.
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27. Ketahanan Ekosistem dan Ekonomi Lokal

Ekonomi lokal sering bergantung pada ekosistem yang tidak tercatat dalam laporan keuangan. Petani
bergantung pada tanah dan air; nelayan bergantung pada laut; masyarakat hutan bergantung pada hasil hutan;
pariwisata bergantung pada lanskap serta keanekaragaman hayati. Ketika ekosistem rusak, pendapatan turun
dan biaya pengganti meningkat.

Restorasi perlu menghubungkan fungsi ekologis dengan penghidupan. Mangrove dapat melindungi pantai
dan mendukung ikan, tetapi keberhasilannya memerlukan aturan pemanfaatan, pemeliharaan, dan manfaat bagi
masyarakat. Gambut perlu dijaga kelembapannya, sementara masyarakat memerlukan pilihan usaha yang tidak
mendorong pembakaran. Agroforestri dapat menggabungkan produksi dan perlindungan tanah, tetapi
membutuhkan pasar dan kepastian hak.

Ekonomi lokal yang beragam memiliki kemampuan pulih lebih baik. Satu desa tidak harus meninggalkan
komoditas utama, tetapi dapat menambah sumber pendapatan yang sesuai lingkungan. Pengolahan hasil,
wisata berbasis komunitas, jasa konservasi, dan energi lokal dapat menjadi pilihan. Diversifikasi harus
dievaluasi agar tidak memindahkan beban kerja atau merusak sumber daya baru.

28. Pengukuran Kinerja Keadilan Iklim

Keadilan iklim memerlukan indikator yang dapat diamati. Indikator distributif dapat mengukur perbedaan
akses air, listrik, ruang teduh, bantuan, asuransi, dan layanan kesehatan. Indikator prosedural dapat mengukur
jumlah kelompok yang ikut, waktu konsultasi, keberatan yang ditangani, dan keterbukaan dokumen. Indikator
pengakuan dapat melihat apakah data dan kebijakan mengakomodasi komunitas adat, perempuan, penyandang
disabilitas, serta pekerja informal.

Indikator hasil perlu membandingkan kelompok, bukan hanya rata-rata. Apakah waktu pemulihan rumah
tangga miskin menurun? Apakah pendapatan nelayan kecil lebih stabil? Apakah pekerja panas mengalami
lebih sedikit cedera? Apakah anak tetap bersekolah setelah bencana? Pertanyaan ini mengubah evaluasi dari
jumlah proyek menjadi perubahan kehidupan.

Pengukuran harus menghindari insentif yang buruk. Jika pejabat dinilai hanya dari jumlah bantuan yang
disalurkan, kualitas dan ketepatan sasaran dapat diabaikan. Jika perusahaan dinilai hanya dari emisi per unit
produk, peningkatan volume dapat menutupi emisi total. Jika kota dinilai hanya dari jumlah pohon ditanam,
tingkat kelangsungan hidup dan akses warga tidak terlihat. Indikator perlu dirancang bersama dengan hasil
yang jelas.

29. Kesimpulan Akhir

Krisis iklim tidak dapat dipisahkan dari krisis ekonomi dan keadilan sosial. Ia mengganggu produksi dan
konsumsi, tetapi juga menentukan siapa yang kehilangan aset, siapa yang jatuh miskin, siapa yang dapat pulih,
dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Karena itu, tanggapan iklim yang baik harus menghubungkan
ilmu fisik, kebijakan ekonomi, tata kelola, perlindungan sosial, dan hak warga.

Indonesia perlu membangun ketahanan melalui layanan dasar yang kuat, perlindungan sosial adaptif,
infrastruktur yang sesuai, ekonomi lokal yang beragam, pengelolaan ekosistem, transisi energi yang
melindungi pekerja, serta data dan Al yang bertanggung jawab. Strategi tersebut memerlukan investasi jangka
panjang dan evaluasi yang terbuka. Biaya pencegahan memang terlihat sebelum manfaatnya, tetapi biaya
kelambanan ditanggung oleh masyarakat melalui kehilangan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan
keamanan.
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Keadilan harus menjadi prinsip desain, bukan pernyataan penutup. Setiap kebijakan perlu bertanya siapa
yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, siapa yang tidak terwakili, dan bagaimana
kesalahan diperbaiki. Ketika pertanyaan tersebut menjadi kebiasaan dalam manajemen publik dan bisnis, krisis
iklim dapat ditangani dengan keputusan yang lebih efektif dan lebih bermartabat.

Artikel ini menegaskan bahwa pembangunan yang tahan iklim bukan sekadar pembangunan dengan
teknologi baru. la adalah pembangunan yang menjaga fondasi alam, melindungi kehidupan, memperluas
pilihan ekonomi, dan membagi risiko secara adil. Dalam pengertian itu, mengatasi krisis iklim merupakan
pekerjaan ekonomi, sosial, politik, dan moral sekaligus.

30. Manajemen Risiko untuk Organisasi

Organisasi dapat menerjemahkan krisis iklim menjadi agenda manajemen melalui lima tahap. Tahap
pertama adalah identifikasi. Pimpinan memetakan aset, proses, pemasok, tenaga kerja, pelanggan, dan layanan
yang bergantung pada cuaca, air, energi, serta infrastruktur. Pemetaan harus mencakup pemasok tingkat kedua
karena gangguan sering muncul jauh dari lokasi operasi utama.

Tahap kedua adalah penilaian. Setiap risiko dinilai berdasarkan kemungkinan, intensitas, durasi, waktu
muncul, dan kemampuan pulih. Risiko tidak boleh dinilai hanya dengan perkalian skor yang kaku. Penjelasan
mengenai asumsi dan kelompok terdampak sama pentingnya dengan angka. Rumah sakit, misalnya, perlu
memberi prioritas tinggi kepada gangguan air atau listrik walaupun peluangnya tidak paling besar.

Tahap ketiga adalah pemilihan perlakuan. Organisasi dapat menghindari lokasi yang sangat rentan,
mengurangi paparan melalui desain dan efisiensi, memindahkan sebagian risiko melalui asuransi, atau
menerima risiko dengan cadangan yang memadai. Diversifikasi pemasok, persediaan strategis, kontrak
fleksibel, dan rencana kontinuitas merupakan instrumen operasional.

Tahap keempat adalah pemantauan indikator. Prakiraan iklim, kelembapan tanah, level waduk, suhu kerja,
harga komoditas, dan kualitas udara dapat digunakan sebagai indikator pendahulu. Setiap indikator perlu
dikaitkan dengan ambang serta keputusan. Tanpa pemilik keputusan, dashboard hanya menjadi tampilan
informasi.

Tahap kelima adalah pembelajaran. Setelah musim atau kejadian berakhir, organisasi membandingkan
prakiraan, tindakan, biaya, dan hasil. Apakah tindakan preventif mengurangi kerugian? Apakah informasi
sampai kepada unit lapangan? Apakah ada kelompok yang tidak terjangkau? Hasil evaluasi memperbaiki
kebijakan dan anggaran berikutnya.

31. Kebijakan Berbasis Skenario

Kebijakan iklim perlu mempertimbangkan lebih dari satu masa depan. Skenario pertama dapat
menggambarkan perubahan bertahap; skenario kedua kejadian ekstrem yang berulang; skenario ketiga
kombinasi krisis iklim dengan inflasi, konflik, pandemi, atau gangguan logistik. Skenario bukan prediksi. Ia
membantu menguji apakah keputusan tetap layak ketika asumsi berubah.

Investasi fleksibel memberi ruang untuk menyesuaikan kapasitas. Pemerintah dapat memperbaiki
kebocoran air dan membangun cadangan sebelum menambah sumber besar. Perusahaan dapat
mengembangkan pemasok alternatif secara bertahap. Kota dapat memperluas ruang teduh dan memperbaiki
drainase sambil memantau perubahan kebutuhan. Fleksibilitas mengurangi risiko terkunci pada proyek yang
tidak sesuai masa depan.
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Kebijakan perlu memiliki pemicu yang dapat diamati dan mekanisme pembaruan. Bila data baru
menunjukkan risiko meningkat, tindakan diperluas. Bila kondisi membaik, pembatasan dapat dikurangi dengan
alasan yang jelas. Pembaruan bukan tanda kegagalan; ia merupakan bagian dari pengelolaan ketidakpastian.

32. Penegasan Akhir

Krisis iklim memaksa masyarakat menilai kembali arti kemajuan. Ekonomi yang menghasilkan
pertumbuhan dengan menghabiskan sumber daya dan memperbesar ketimpangan menciptakan rapuhnya
fondasi pembangunan. Ekonomi yang menjaga air, tanah, hutan, laut, kesehatan, pendidikan, dan keselamatan
kerja membangun kapasitas yang lebih tahan lama.

Indonesia dapat mengubah risiko menjadi agenda pembaruan institusi. Pemerintah memperkuat layanan
dan perlindungan sosial. Dunia usaha memperhitungkan paparan dalam strategi serta rantai pasok. Perguruan
tinggi mengembangkan riset dan pendidikan lintas disiplin. Masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan dan
pengelolaan sumber daya. Al membantu bila digunakan dengan transparansi dan tanggung jawab.

Ukuran keberhasilan akhirnya sederhana tetapi mendasar: apakah warga lebih aman, pendapatan lebih
terlindungi, layanan publik tetap berjalan, ekosistem membaik, dan kelompok yang paling rentan memiliki
lebih banyak pilihan? Jika jawabannya ya, kebijakan iklim telah menjadi kebijakan pembangunan yang adil.
Jika tidak, angka investasi dan jumlah program perlu ditinjau kembali.

33. Pelajaran dari Krisis Iklim untuk Kepemimpinan

Kirisis iklim menguji kepemimpinan dalam kondisi informasi tidak lengkap. Pemimpin harus bertindak
sebelum semua bukti tersedia, tetapi keputusan tetap harus dapat dijelaskan. Mereka perlu menyatakan apa
yang diketahui, apa yang belum diketahui, biaya jika bertindak terlalu cepat, serta biaya jika menunggu.
Kejujuran semacam itu lebih berguna daripada kepastian yang dibuat-buat.

Kepemimpinan juga berarti membangun hubungan sebelum krisis. Pemerintah, perusahaan, akademisi,
dan komunitas tidak dapat mulai saling mengenal ketika banjir, kekeringan, atau kebakaran sudah meluas.
Forum rutin, latihan, pembagian data, serta evaluasi bersama membentuk kepercayaan. Saat peringatan datang,
jaringan yang telah tersedia mempercepat koordinasi.

Pemimpin perlu menolak pemisahan antara keberhasilan ekonomi dan perlindungan sosial. Usaha yang
bertahan karena pekerjanya aman, pemasoknya beragam, dan konsumennya terlindungi merupakan usaha yang
lebih sehat. Pemerintah yang mempertahankan layanan dasar selama guncangan menjaga produktivitas dan
legitimasi. Investasi sosial dengan demikian memiliki nilai ekonomi.

34. Agenda Penelitian Profesi dan Kebijakan

Penelitian lanjutan perlu mengukur dampak iklim pada produktivitas, harga pangan, kesehatan,
pendidikan, migrasi, utang rumah tangga, serta kinerja perusahaan di Indonesia. Kajian harus menggunakan
data terpilah agar kelompok rentan tidak hilang dalam rata-rata. Metode kuantitatif perlu dilengkapi wawancara
dan observasi untuk memahami keputusan nyata.

Peneliti juga perlu mempelajari efektivitas sistem peringatan dini. Pertanyaan pentingnya bukan hanya
apakah prakiraan akurat, tetapi apakah informasi diterima, dipercaya, dipahami, dan digunakan. Studi evaluasi
dapat membandingkan daerah yang memiliki penyuluhan, pembiayaan, serta protokol tindakan dengan daerah
yang hanya menerima informasi umum.
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Kebijakan Al membutuhkan penelitian tentang bias data, keterjangkauan, keamanan, dan akuntabilitas.
Model yang baik secara statistik belum tentu adil secara sosial. Peneliti perlu menguji siapa yang menerima
manfaat dan siapa yang menghadapi risiko kesalahan.

35. Pernyataan Penulis

Artikel ini memandang krisis iklim sebagai persoalan pembangunan yang menyatukan ekonomi,
lingkungan, manajemen, dan keadilan sosial. Tidak ada solusi tunggal. Perubahan yang diperlukan berlangsung
pada tingkat rumah tangga, organisasi, pemerintah daerah, negara, dan kerja sama internasional.

Sebagai akademisi dan Al-Data analyst, saya menekankan pentingnya mengubah data menjadi keputusan
yang dapat dipertanggungjawabkan. Data harus menjelaskan kondisi, model harus menyatakan ketidakpastian,
dan kebijakan harus melindungi martabat manusia. Tujuan akhir adaptasi dan mitigasi bukan sekadar
memenuhi indikator, melainkan menjaga agar setiap orang memiliki kesempatan hidup, bekerja, belajar, dan
berkembang dalam lingkungan yang aman.

36. Penutup

Krisis iklim pada akhirnya adalah ujian mengenai cara sebuah masyarakat menilai kehidupan. Jika
keputusan hanya memperhitungkan aset yang diasuransikan dan pendapatan yang tercatat, banyak kerugian
akan hilang dari perhatian. Jika keputusan memasukkan kesehatan, waktu perawatan, ekosistem, hak, dan masa
depan, gambaran ekonomi menjadi lebih utuh.

Tindakan yang diperlukan sudah dapat dikenali: mengurangi emisi, memperkuat layanan dasar,
melindungi pekerjaan, menjaga pangan dan air, memulihkan ekosistem, memperbaiki data, serta melibatkan
warga. Tantangannya adalah menghubungkan semua tindakan itu dalam tata kelola yang konsisten. Keadilan
sosial menyediakan prinsip untuk menentukan urutan dan distribusinya.

Pembangunan yang tahan iklim tidak berarti menghapus semua risiko. Ia berarti memastikan bahwa
guncangan tidak menghilangkan martabat dan kesempatan sebagian besar warga. Ketangguhan yang adil
dibangun sebelum bencana, melalui keputusan anggaran, tata ruang, pendidikan, investasi, dan perlindungan
sosial. Dengan kepemimpinan berbasis bukti dan institusi yang bertanggung jawab, krisis iklim dapat menjadi
dorongan untuk memperbaiki kualitas pembangunan Indonesia.

37. Ringkasan Gagasan Utama

Artikel ini mengajukan lima kesimpulan. Pertama, iklim adalah infrastruktur dasar bagi ekonomi karena
menentukan air, pangan, kesehatan, tenaga kerja, dan kestabilan aset. Perubahan iklim dengan demikian
menimbulkan biaya ekonomi yang luas dan berlangsung lintas waktu.

Kedua, kerugian tidak hanya ditentukan oleh bahaya, tetapi oleh paparan, kerentanan, dan kapasitas.
Kebijakan harus mengurangi risiko pada seluruh unsur tersebut. Memperbaiki bangunan tanpa memperbaiki
kemiskinan atau akses layanan hanya memberi perlindungan parsial.

Ketiga, keadilan memiliki dimensi pembagian, proses, pengakuan, generasi, dan hubungan internasional.
Semua dimensi perlu dipertimbangkan dalam anggaran, tata ruang, proyek energi, perlindungan sosial, serta
proses relokasi.

Keempat, adaptasi dan mitigasi harus dijalankan sebagai agenda pembangunan. Adaptasi menjaga
kehidupan dan produktivitas dalam iklim yang berubah; mitigasi mengurangi risiko masa depan. Transisi
menuju ekonomi rendah karbon harus melindungi pekerja dan rumah tangga yang memiliki pilihan terbatas.
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Kelima, pengetahuan dan teknologi memberi manfaat hanya bila masuk ke dalam institusi yang mampu
bertindak. Sistem data, Al, prakiraan, serta dashboard perlu dipadukan dengan kepemimpinan, pembiayaan,
partisipasi, dan evaluasi. Tujuan kebijakan bukan sekadar menghasilkan informasi atau proyek, melainkan
memperluas kemampuan masyarakat untuk hidup aman dan bermartabat.

Kesimpulan tersebut menempatkan manusia sebagai pelaku, bukan penonton. Perubahan iklim memang
memiliki skala global, tetapi keputusan adaptasi dan mitigasi terjadi dalam ruang yang konkret: rumah, desa,
kota, perusahaan, sekolah, dan lembaga negara. Setiap ruang mempunyai keterbatasan, namun juga memiliki
pilihan yang dapat diperluas melalui kerja sama. Ketika pilihan itu dibangun secara adil, masyarakat dapat
menghadapi ketidakpastian tanpa kehilangan arah pembangunan.
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Glossarium

Adaptasi: Penyesuaian manusia, organisasi, infrastruktur, atau ekosistem terhadap dampak iklim aktual
maupun yang diperkirakan.

Bahaya: Kejadian atau kondisi fisik yang berpotensi menimbulkan kerusakan, seperti banjir, panas,
kekeringan, badai, atau kenaikan muka laut.

Emisi: Pelepasan gas atau partikel ke atmosfer, termasuk gas rumah kaca dari energi, industri, pertanian,
dan perubahan penggunaan lahan.

Keadilan distributif: Prinsip mengenai pembagian manfaat, biaya, risiko, dan sumber daya secara adil.

Keadilan antargenerasi: Pertimbangan mengenai hak dan kebutuhan generasi masa depan dalam
keputusan saat ini.

Keadilan prosedural: Keadilan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk akses informasi,
partisipasi, dan kesempatan mengajukan keberatan.

Keadilan pengakuan: Pengakuan terhadap identitas, pengalaman, hak, dan pengetahuan kelompok yang
berbeda.

Kapasitas adaptif: Kemampuan untuk mengantisipasi, merespons, menyesuaikan diri, dan pulih dari
dampak.

Kerentanan: Kecenderungan individu, aset, komunitas, atau sistem mengalami kerugian ketika terpapar
bahaya.

Krisis iklim: Kondisi ketika perubahan iklim dan dampaknya meningkatkan risiko serius bagi kehidupan,
ekonomi, masyarakat, dan ekosistem.

Mitigasi: Upaya mengurangi emisi gas rumah kaca atau meningkatkan penyerapan karbon.
Paparan: Keberadaan manusia, aset, kegiatan, atau ekosistem di wilayah yang dapat terkena bahaya.

Perlindungan sosial adaptif: Sistem bantuan yang dapat diperluas atau disesuaikan berdasarkan indikator
risiko dan kejadian iklim.

Risiko iklim: Potensi dampak yang muncul dari interaksi bahaya iklim, paparan, kerentanan, dan
kapasitas.

Transisi berkeadilan: Perubahan menuju ekonomi rendah emisi yang melindungi pekerja, rumah tangga,
komunitas, dan wilayah yang terkena biaya perubahan.
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